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DAFTAR PUSTAKA 

 



 

ABSTRAK 

 

 Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara hukum maka tindakan pemerintah 

dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan juga 

tindakan warganegara harus berdasarkan hukum, termasuk penyidikan dalam penegakan tindak 

pidana korupsi. ada tiga institusi yaitu KPK, Kepolisian, Kejaksaan yang berwenang melakukan 

penyidikan tindak pidana korupsi. 

 Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyidikan terdapat 

ketidakjelasan kewenangan yang dimiliki oleh ketiga institusi penyidik dalam melakukan 

penyidikan seperti batasan tentang kerugian Negara institusi mana yang berwenang 

menyidikinya sehingga kesenjangan inilahyang memicu konflik kewenangan di antara institusi 

penyidik sehingga menimbulkan sifat institusi sentris masing-masing institusi penyidik maka 

terjadi sengketa kewenangan, rebutan perkara, kompetisi, saling lempar tanggungjawab yang 

menyebabkan pengungkapan perkara korupsi berjalan lamban dan tidak efektif. Kewenangan 

penyidik KPK adalah salah satu solusi yang penulis tawarkan karena korupsi digolongkan 

extraordinary crime (Kejahatan luar biasa). Hal ini sudah diwacanakan oleh ketua KPK Abraham 

Samad untuk membentuk KPK perwakilan daerah, pembentukan KPK perwakilan daerah sejalan 

UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang pengadilan TIPIKOR. sebagaimana yang tercantum dalam 

pasal 5 Undang-Undang nomor 46 Thaun 2009 yaitu  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan 

perkara tindak pidana korupsi. 



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas. Pada bagian penutup 

berupa kesimpulan dan saran. 

 

4.1 Kesimpulan 

 

a. Penyebab terjadinya konflik kewenangan yang terjadi antara institusi penyidik 

dalam tindak pidana korupsi yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan karena 

disebabkan tidak ada pembagian secara jelas dan kongkrit serta ketidak jelasan 

kedudukan masing-masing institusi sehingga menyebabkan ketiga intitusi 

penyidik tersebut berjalan sendiri-sendiri yang akibatnya menimbulkan saling 

tumpang tindih, saling lempar tanggung jawab, rebutan perkara yang akhirnya 

menimbulkan rivalitas sampai dengan adanya adu fisik, adu power atau kekuatan 

dari masing-masing institusi ketiga penyidik tindak pidana korupsi. 

 

b. Kewenangan penyidikan KPK dalam penegakan hukum dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi yaitu kewenangan penyidik diserahkan kepada satu institusi 

penyidik saja adalah KPK, karena sifatnya sebagai Lex Specialis, independen, 

bebas dari intervensi dan juga korupsi ini sudah digolongkan sebagai kejahatan 

luar biasa. 

 



4.2  Saran-saran 

a. Perlu merekonstruksi atau merevisi peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penyidikan tindak pidana korupsi sehingga dapat 

menentukan kedudukan yang jelas serta pembagian yang kongkrit sehingga bisa 

meminimalisir terjadinya konflik kewenangan penyidik antar penegak hukum, 

dan adanya pembagian kewenangan yang jelas, konkrit, serta fungsi dan 

kedudukannya masing-masingpenyidik tindak pidana korupsi hal ini untuk 

menghindari penafsiran peraturan perundang-undangan menurut selera masing-

masing institusi penyidik. 

b. Perlu adanya penyederhanaan undang-undang yang berhubungan dengan 

kewenangan penyidik KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi 

sehingga terjadi keterpaduan dalam penegakan hukum, dan segera dibentuk KPK 

perwakilan daerah dikarnakan mengingat luasnya wilayah Indonesia, maka sangat 

diperlukan adanya KPK perwakilan daerah dan hal ini sejalan dengan Undang-

undang No.46 Tahun 2009 tentang pengadilan tipikor yang sudah berdiri di 33 

Propinsi di Indonesia. 
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